BAB VI
FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

(Warwick, 1979), mengatakan bahwa dalam tahap
implementasi kebijakan terdapat dua faktor yang mempengaruhi
keberhasilan yaitu faktor pendorong (Facilitating conditions), dan
faktor penghambat (Impending conditions).

Meskipun  sebelumnya telah  ditemukan beberapa
permasalahan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, namun
pada dasarnya terdapat dua faktor yang menjadi temuan
implementasi kebijakan yaitu faktor yang dapat menjadi pendukung
dan menjadi penghambat terhadap pelaksanaan implementasi.
Faktor-faktor pendukung dan penghambat merupakan hasil analisis
dari permasalahan dan data pendukung, baik dari beberapa
dokumen kebijakan, maupun dari observasi di lapangan.

6.1. Faktor Faktor Pendukung dan Penghambat
Faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan pada
implementasi kebijakan yang dilaksanakan ini, merupakan hasil
dari analisis secara menyeluruh dari semula 12 objek wisasta
menjadi 22 objek wisata, Yyang berada pada 5 (kecamatan).
Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam hal pengelolaan
dan pembiayaan hanya bertanggung jawab pada 5 objek wisata,
yaitu Pantai Takisung, Pantai Batakan, Pantai Swarangan,
Kawasan Gunung Kayangan, Air Terjun Bajuin, sedangkan
lainnya dikelola sebagian oleh masyarakat desa, dan sebagian lagi
adalah dimiliki secara pribadi, namun bersama-sama masyarakat
untuk pengelolaannya. Perda pengembangan pariwisata, yang
dibuat pemerintah kabupaten buat tentu regulasinya berlaku
secara keseluruhan. Berikut ini akan peneliti rincikan temuan
sebagai faktor pendukung dan penghambat:
6.1.1. Faktor Pendukung
Merujuk pada tiga tema implementasi kebijakan yang
menjadi data primer, vaitu; proses pelaksanaan kebijakan,
lembaga pelaksana kebijakan, dan kepemimpinan dalam
pelaksanaan kebijakan, maka dapat ditemukan beberapa yang



menjadi faktor pendukung dalam pengimplementasian kebijakan,
yaitu sebagai berikut:

a.

C.

Faktor Pendukung dalam Proses Pelaksanaan Kebijakan
Tersedianya Rumusan kebijakan, Perda No. 5 Tahun 2014
RIPKD dan Perda No. 5 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan (PK) yang dibuat, baik secara isi rumusan
maupun cakupan sudah mengakomodir dari pada visi dan misi
bupati terpilih. Yang diformulasikan dengan sebagai berikut;
Tanah Laut berkemajuan, kampiun, religius, akuntabel, dan
terunggul (BerKaRAkTer). Kemudian di lanjutkan dengan
visi SKPD disparbudpora, sebagai pengejewantahan dari visi
Bupati, yaitu; “Terwujudnya pariwisata, pelestarian seni
budaya dan produktivitas serta prestasi olahraga yang
berdaya saing”. Kedua visi tersebut, selain mempunyai nilai
filosofis yang ingin diwujudkan juga mempunyai nilai
prestasi dan semangat berkompetisi secara kualitas dan
kwantitas.
b. Dukungan terhadap Lembaga Pelaksana Kebijakan
Dalam tema kedua, yang berisi tentang struktur
birokrasi, sumber daya, dan kelembagaan, beberapa hal yang
mendukung dalam implementasi kebijakan, yaitu; Faktor yang
dukungan implementasi kebijakan dari aspek lembaga
pelaksana kebijakan, yang Struktur Birokrasi, mempunyai
kesesuaian tupoksi, dan nilai-nilai sebagai pedoman dan
arahan dalam menjalankan roda organisasi di bidang
pariwisata utamanya, dan bidang kebudayaan, kepemudaan
serta olahraga. Mempunyai pola hubungan dengan baik
dengan kelembagaan mitra pemerintah, pendukung
pariwisata, seperti Badan Promosi Pariwisata Daerah, dan
Dewan Kesenian Daerah secara bersinergi dalam melakukan
kerjama dan saling menguatkan antar kelembagaan mitra
non pemerintah. Dengan birokrasi Dinas Pariwista,
Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga kabupaten Tanah
Laut.
Dukungan terhadap Kelembagaan Pelaksana Kegiatan



Telah terbentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD),
sebagai mitra pemerintah dalam mempromosikan pariwisata
daerah. Lembaga pendukung lainnya, yaitu Dewan Kesenian
Daerah, sebagai media dan wadah kreativitas insan seni dan
pegiat  attraksi  budaya.  Selanjutnya  sayap-sayap
kelembagaan seperti; Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)
serta pengelola daya tarik wisata seperti Dewan Kesenian
Daerah (DKD), Namun belum ada terbentuk Gabungan
Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), termasuk Persatuan
Hotel Restoran Indonesia (PHRI).

Dukungan terhadap Kepemimpinan dalam Pelaksanaan
Kebijakan.

Faktor, yang mendukung dalam kepemimpinan ini,
adalah berada pada level kepemimpinan kepala dinas
pariwisata, karena telah berhasil dan upaya membuat
berbagai  upaya  peningkatan  pariwisata,  dengan
menghasilkan dua Perda, kemudian dilanjutkan dengan
pembuatan  draft peraturan  bupati, yang belum
direalisasikan, selain itu telah mampu dengan keterbatasan
staf untuk memfasilitasi lima buah objek wisata, yang akan
diintegrasikan dan terpadu dalam mengatur sistem
pariwisata di Tanah Laut. Terdapat komitmen terdahap
kepala Disparbudpora, dalam memajukan pengembangan
pariwisata. Keefektifan terhadap kepemimpinan kadis telah
ada selama menjabat sebagai kepala dinas, karateristik yang
cepat memberi respon terhadap segala permasalahan.

Beberapa dukungan lain dalam konteks dukungan
pelaksanaan kebijakan pariwisata, adalah; Masyarakat yang
terbuka terhadap wisatawan, karakteristik yang mudah
beradaptasi, mengingat daerah Kabupaten Tanah Laut
adalah masyarakat yang heterogen, cepat beradaptasi, hanya
ada beberapa lokasi yang masih mempertahankan karakter
kedaerahan dan kesukuan, hampir semua suku ada menyebar
di seluruh kecamatan. Tanah Laut terletak pada geografi



yang strategis, adanya kawasan industri, pelabuhan yang
sudah mulai beroperasi tahun 2020 dan toll laut.
6.1.2. Faktor Penghambat

Sama hal dengan faktor pendukung di atas, untuk
faktor penghambat juga ada tiga indikator, vyaitu
penghambat proses pelaksanaan kebijakan, penghambat
lembaga pelaksana  kebijakan, dan  penghambat
kepemimpinan dalam pelaksanaan kebijakan, dan beberapa
yang menjadi faktor penghambat dalam
pengimplementasian kebijakan, yaitu sebagai berikut:
a. [Faktor Penghambat Proses Pelaksanaan Kebijakan

Komunikasi dan sosialisasi perda berkenaan dengan
kebijakan Industry, khususnya home industry, diantaranya
kerajinan berupa kain sasirangan dilaksanakan oleh
masyarakat, dan souvenir belum terintegrasi dengan lokasi
objek wisata berada, sehingga pelaku pengrajin tidak
berkembang, sedangkan untuk home industry makanan atau
makanan ringan (snack), yang juga diproduksi oleh
masyarakat, berupa amplang, belum mempunyai label,
termasuk produksi kearifan lokal lebah madu belum terbuat
dalam kemasaan yang terstandar. Komunikasi perda terkait
hambatan pelaksanaan kebijakan terhadap promosi, belum
terlaksana dengan baik, karena belum adanya system yang
terukur, meskipun telah terkomunikasikan melalui arahan,
kegiatan pameran-pameran dan kegiatan sosial, namun
komunikasi kebanyak terhadap komunitas birokrat, pegawai
pemerintah, dalam bentuk informasi melalui media elektronik,
web disparbudpora Tanah Laut, maupun blog-blog dan media
lainnya sebatas pada objek wisata pantai, dalam hal ini
produksi khas daerah belum tersistem, secara pemasaran di
outlet maupun kedai masyarakat temasuk di kantor
Dekranasda, belum ada yang mengatur, apalagi dalam media
sosial dan promosi berbasis elektronik media secara online,
maupun melalui tv dan radio.



Rumusan kebijakan belum mengakomodir masukan dari
masyarakat, pihak ketiga atau para investor, dan
pengelolaan/pegiat pantai yang dimiliki secara pribadi.
Faktor yang juga cukup menghambat dalam pelaksanaan
kebijakan, adalah karena dilakukan secara top down lebih
sulit untuk dijalankan, karena sifatnya searah, sehingga
pencapaian keberhasilan memakan waktu lama.
Penghambat lainnya adalah dalam mengkomunikasikan dan
mensosialisasikan perda terkait Destinasi, atau objek dan
tempat wisata, yang menjadi unggulan untuk dikunjungi, tidak
terlaksana karena anggaran yang masih kurang, sehingga
untuk memfalititasi perlengkapan, sarana prasarana belum
bisa semua, karena anggaran terbatas. Koordinasi lintas dinas
dan lintas stakeholder yang dilakukan Dinas Pariwisata
belum terlaksana secara efektif.

b. Faktor Penghambat Lembaga Pelaksana Kebijakan

Faktor yang menghambat terkait struktur birokrasi
adalah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Tanah Laut, Dinas Pariwisata
Kebudayaan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Tanah Laut
merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang
pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga yang
dipimpin oleh kepala dinas, yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepala Bupati melalui sekretaris
daerah, periode 2008 sampai 20015. Terlalu besar beban
kerja dan tugas fungsi, yang mecakup tida bidang, yaitu
mengurus  bidang  pariwisata, mengurusi  urusan
kebudayaan, dan bidang pemuda serta olahraga, sehingga
kurang optimal.

Sumber daya sebagai power penggerak yang sering
disebut; man, money, machine, method, sangat menentukan
keberhasilannya, dalam  faktor = penghambat pada
pelaksanaan kebijakan dilaksanakan sangat banyak
ditemukan, yaitu : cakupan staf yang masih cukup dengan



luas wilayah, yaitu staf berjumlah 79 orang, terdiri dari 33
orang PNS, dan 46 orang non PNS, SDM vyang berada
pada ruang lingkup dinas pariwisata, secara jumlah masih
kurang, apabila difokuskan ke bidang pariwisata saja, yang
memiliki objek wisata keseluruhan 22 objek, ditambah
dengan pegawai tidak tetap sebanyak 46 orang, termasuk
kebersihan, pengamanan (sekuriti), dan pegawai tidak tetap
lainnya, sehingga tidak mencukupi dengan implementasi
kebijakan yang dilaksanakan. Kemampuan staf pelaksana
maupun staf pramubakti di lokasi objek-objek wisata yang
telah ditetapkan untuk dikelola disparbudpora masih
rendah, pada pelaksana teknis juga kompetensi masih
sangat kurang. Anggaran untuk disparbudpora masih sangat
minim, terlebih membawahi tiga bidang selain pariwisata,
kebudayaan, pemuda dan olahraga. Infrastruktur jalan akses
ke objek wisata yang dikelola pemerintah masih banyak
yang rusak, begitu juga dengan sarana prasarana, parkir,
balai atau saung belum terpenuhi selain itu perlengkapan
perlengkapan hospitality dan aspek sapta pesonanya masih
banyak yang belum lengkap. Namun perubahan terjadi
pada akhir 2016 Dinas Pariwisata telah berubah, dengan
struktur baru yang hanya membidangi satu bidang yaitu
pariwisata.

Kelembagaan mitra pemerintah dalam pelaksana
kebijakan yang ada di tanah laut, seperti BPPD, Dewan
Kesenian Daerah, PHRI masih belum banyak berjalan
dengan baik, karena itu tidak dapat menjalankan fungsi
secara optimal, keterangan dari Sekretaris Dispar, karena
ketiadaan dana operasional yang difasilitasi pemerintah.

c. Faktor Penghambat kepemimpinan dalam pelaksanaan
implementasi.

Kalau pada level pelaksana kebijakan Bupati sebagai
aktor pelaksana kebijakan, dalam hal ini dinas pariwisata di
kabupaten, sangat mendukung keberhasilan dalam
kebijakan, namun tidak demikian terhadap kepemimpinan



actor tertinggi, bupati sebagai pelaksana kebijakan belum
memiliki  komitmen vyang tinggi, terutama dalam
memberikan suatu keputusan strategis, diantaranya
mengalokasikan anggaran infrastruktur pariwisata.
Efektifitas kepemimpinan terhadap kebijakan yang
dilaksanakan belum optimal, karena beberapa event
kegiatan pariwisata, yang besar tidak dilaksanakan, pada
tiga tahun terakhir, diantara acara rutin event pariwisata
pantai, yaitu; pesta pantai nelayan di muara asam, sebagai
kegiatan yang banyak mengundang masyarakat, sekarang
tidak dilaksanakan.

Ego sectoral yang masih melekat, pada kepemimpinan
dalam pelaksana kebijakan, baik secara vertikal maupun
harisontal, misalnya antara bupati dengan wakil, antara
dinas PU dengan lain. Sehingga anggaran masalah tidak
diselesaikan secara bersama, termasuk pengalokasian dan
pelaksanaan anggaran untuk pariwisata terabaikan.
Beberapa indikator kurang perhatian dan komitmen
kepemimpinan dalam pelaksanaan kebijakan terlihat,
masalah persoalan lahan kepemilikan, menjadi persoalan
klasik dalam pariwisata di tanah laut, yang belum
terselesaikan. Partisipasi masyarakat masih rendah,
terutama menyangkut kebersihan, taat aturan dalam
berjualan dan memberikan informasi kepada wisatawan
yang datang. Adanya provokator di beberapa lokasi objek
wisata, yang masih belum bisa untuk diberikan solusi oleh
para pelaksana dan kelembagaan pelaksana pariwisata. Hal
ini adalah dikarenakan kurang perhatian tampuk
kepemimpinan dalam merespon permasalahan yang terjadi.

6.1.3. Faktor Peluang dan Faktor Ancaman

Untuk melakukan strategi yang terbaik dalam
keberhasilan implementasi tentu harus diminimalkan sebagai
faktor faktor yang menjadi kelemahan, dan memperbesar



faktor peluang, menguatkan faktor kekuatan dan
meminimalkan faktor ancaman, sebagaimana berikut ini:
a. Faktor Peluang

1. Banyak investor dan pengusaha untuk menanam
investasi pada sektor pariwisata.

2. Banyak pantai dan potensi laut yang belum dikelola
dengan baik, untuk pengbangan ekowisata, seperti
mangrup di pantai pagatan besar, yang belum
tergarap.

3. Belum ada hotel dan restoran yang memiliki kelas
berbintang.

4. Kemudahan akses dari bandara dan pelabuhan laut.

5. Tersedia sumber daya, alam, dana, manusia

6. Terbukanya trans kalimantan, terhubung antar
kalimantan, melalui penyediaan rel kereta api.oleh
pemerintah pusat.

7. Stabilitas keamanan yang baik, baik di darat maupun
di laut wilayah tanah laut.

8. Akses media informasi terbuka dan terjangkau untuk
akses internet.

b. Faktor Ancaman

1. Lokasi daerah yang berdampingan dengan Tanah
Bumbu kabupaten Banjar, kota banjarabaru,
memudahkan akses kejahatan secara teroganisir.

2. Tumbuhnya beberapa industri, dunia usaha berskala
multi nasional di Tanah Laut.

3. Adanya pembangunan pelabuhan laut, akan
memberikan kemudahan barang dan orang untuk
keluar masuk dengan kepentingan berbeda-beda.

4. Belum tersedia tranportasi publik akses langsung ke
objek tujuan wisata.

5. Ancaman teror dan gangguan stabilitas keamanan

6. PAD dari pertambangan yang sudah sangat
berkurang, terutama dari sektor tambang.



7. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan
culture daerah
8. Situasi politik yang tidak menentu, memanas karena
seringnya pilkada.
6.2. Analisis Implementasi Kebijakan Berdasarkan Model

Edward.

Untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan
yang telah dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut, pada
pembahasan ini akan dilakukan analisis implementasi kebijakan
melalui indikator-indikator pengukuran menurut model Edward.
Dinyatakan secara tegas bahwa isu utama kebijakan publik adalah
kurangnya perhatian kepada implementasi kebijakan, empat isu
utama menurut Edward adalah kunci terlaksananya implementasi
secara efektif, untuk itu ada empat isu utama yang menjadi pilar
keberhasilan kebijakan yang dilaksanakan, yaitu; komunikasi,
sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, Secara keseluruhan
faktor-faktor penyebab kurang berhasilnya, tentu sangat erat
hubungan dengan formulasi model implementasi kebijakan
Edward. Untuk mengetahui lebih jauh keterkaitan hubungan antara
faktor yang menghambat terhadap pelaksanaan kebijakan yang
telah dilaksanakan, dikaitkan dengan aplikatif teori implementasi
kebijakan Edward, sebagaimana tabel berikut ini;

Tabel 6.1 Analisis Implementasi Kebijakan Model Edward

Indikator Pengukuran

Komunikasi Apakah ukuran-ukuran dan tujuan tujuan kebijakan
dipahami oleh individu-individu yang
bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan

Sumber 2. Jumlah staf

daya 3. Keahlian para pelaksana

4. Informasi yang relevan dan cukup untuk
mengimplementasikann kebijakan dan pemenuhan
sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program

5. Adanya kewenangan yang menjamin bahwa program
dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan

6. Adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat
dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti
dana dan sarana prasarana




Disposisi 7. Respon implementor terhadap kebijakan

8. Kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk
merespon program kearah penerimaan atau penolakan

9. Intensitas respon

Struktur 10. Kesesuaian karakter dalam badan-badan ekskutif yang

Birokrasi mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata
dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan
kebijakan

11. Kesesuaian norma norma dalam badan badan ekskutif
yang mempunyai bubungan baik potensial maupun
nyata dengan apa yang merata miliki dalam
menjalankan kebijakan

12. Kesesuaian pola-pola hubungan yang terjadi berulang-
ulang dalam badan badan ekskutif yang mempunyai
hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa
yang mereka miliki dalam menjalan kan kebijakan.

Adaptasi model analisis oleh Nugroho.

Pada model Edward dari tabel diatas, terlihat indikator-
indikator yang menjadi alat uji analisis terhadap factor-faktor
penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan implementasi
kebijakan di Tanah Laut, yang terdapat dalam penelitian ini. Sesuai
dengan pengukuran model Edward, maka berikut akan dilakukan
analisis pada empat indicator tersebut, sebagaimana indikator-
indikator berikut ini;

1. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksudkan di atas adalah kebijakan yang
dikomunikasikan kepada penerima manfaat melalui implementor,
maupun langsung dari pemimpinan pelaksanan kebijakan, untuk
memperoleh respon dari pihak-pihak yang terlibat terutama
penerima manfaat. Komunikasi dalam kerangka penyampaian
informasi semua rumusan implementasi kebijakan pariwisata,
meliputi; visi misi bupati, RPKMD, dua buah Perda, Renstra
Disparbudpora, kepada para pelaksana kebijakan, sampai kepada
penerima manfaat tentang apa menjadi standar dan tujuan kebijakan
juga harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.
Jika seluruh rumusan itu dikomunikasikan, maka pelaksanaan
implementasi akan berhasil, apabila factor-faktor yang




mempengaruhi dapat terpenuhi. Jika tidak ada kejelasan dan
konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan
kebijakan, maka standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa
dicapai. Dengankejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat
mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus
dilakukan.

Selain itu, ada banyak program yang membutuhkan dukungan
dari instansi lain, untuk itu diperlukan koordinasi yangbaik antar
instansi. Area atau luas lingkup pengambilan keputusan (Site
decision making) menyangkut seberapa jauh kebijakan
didesentralisasikan untuk pelaksanaannya atau, di sisi lain, seberapa
besar kendali dari pusat politik atau birokrasi pemerintah terhadap
kebijakan. Semakin besar kebijakan melibatkan kontrol pusat atau
semakin banyak unsur birokrasi yang dibutuhkan untuk
pengambilan keputusan akan semakin menyulitkan pelaksanaan
kebijakan. Dengan demikian isi kebijakan harus dapat
menggambarkan  adanya  desentralisasi  kewenangan atau
tanggungjawab pelaksanaan untuk menjamin tercapainya tujuan
kebijakan. Parameter yang pertama dari dimensi ini berkaitan
dengan desentralisasi.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan
berkualitas, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para
pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (accuracy and
consistency). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme
yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik
koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam
implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin Kkecil,
demikian pula sebaliknya.

2. Sumber daya

Sumberdaya adalah menyangkut ketersediaan para
implementor, khususnya kompetensi sumber daya manusia dan
kapabilitas untuk melakukan kebijakan secara efektif. Beberapa
yang menyangkut sumber daya, yang menjadi perhatian dalam
keberhasilan implementasi kebijaakan model Edward, yaitu dalam
hal ini; adanya mandat/kewenangan, kecukupan staf Pelaksana dgn



dana keg, pendukung lainnya, ketersediaannya standar operasional
prosedur (SOP), Kompetensi pegawai yang melaksanakan, dan
anggaran serta sarana prasarana pendukung pelaksanaan
implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik
sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya
non-manusia (non-human resources). Dukungan ketersediaan
sumberdaya manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan
serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau
lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang
sangat diperlukan. Untuk merespon kecenderungan tersebut, maka
setiap daerah tujuan wisata (destinasi) dituntut untuk mampu
meningkatkan mutu sumberdaya manusia, karena sesungguhnya
kualitas SDM inilah yang diyakini secara langsung akan
menentukan mutu produk dan pelayanan wisata. Peningkatan
kualitas SDM menjadi salah satu kunci untuk memenangkan
persaingan global yang semakin kompetitif. Prasyarat untuk itu
adalah sistem pendidikan dan pelatihan kepariwisataan yang
mendukung penyesuaian, dan penerapan standar kompetensi tenaga
kerja pariwisata.

Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam
menentukan
keberhasilan suatu implementasi kebijakan baik secara kualitas
maupun kuantitas.
Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia
yangberkualitas. Selain itu, sumber daya finansial dan waktu
menjadi pertimbangan pentingdalam keberhasilanimplementasi
kebijakan. Sumber daya finansial berkaitandengan seberapa besar
dana yang di anggarkan untuk suatu kebijakan. Tentunyasemakin
besar skala suatu kebijakan, maka dana yang dianggarkan juga akan
semakin besar. Sumber daya finansial ini akan menjamin
keberlangsungankebijakan ke  depannya.  Demikian pula
sumberdaya waktu, sarana dan prasarana yang juga harus
diperhatikan agar suatukebijakan bisa berjalan sesuai dengan waktu



yang ditargetkan dengan sarana dan prasarana yang mendukung
proses pelaksanaan.

Sumber daya baik sumber daya manusia (human
resources) maupun sumber daya non-manusia (non-human
resources). Ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas,
profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam
mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara
optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Untuk merespon
kecenderungan tersebut, maka setiap daerah tujuan wisata
(destinasi) dituntut untuk mampu meningkatkan mutu sumberdaya
manusia, karena sesungguhnya kualitas SDM inilah yang diyakini
secara langsung akan menentukan mutu produk dan pelayanan
wisata. Artinya, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu
kunci untuk memenangkan persaingan global yang semakin
kompetitif. Prasyarat untuk itu adalah sistem pendidikan dan
pelatihan kepariwisataan yang mendukung penyesuaian, dan
penerapan standar kompetensi tenaga kerja pariwisata.

Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam
menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan baik secara
kualitas maupun kuantitas.

Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya
manusia yangberkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan
oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Misalnya untuk
kebijakan yang berskala nasional akan dibutuhkan sumber daya
manusia yang banyak dengan kualitas sumber daya manusia yang
bisa dilihat dari tingkat pendidikan dan pengalamannya.Selain itu,
sumber daya finansial dan waktu menjadi pertimbangan
pentingdalam keberhasilanimplementasi kebijakan. Sumber daya
finansial berkaitandengan seberapa besar dana yang di anggarkan
untuk suatu kebijakan. Tentunyasemakin besar skala suatu
kebijakan, maka dana yang dianggarkan juga akan semakin besar.
Sumber daya finansial ini akan menjamin
keberlangsungankebijakan ke  depannya.  Demikian pula
sumberdaya waktu, sarana dan prasarana yang juga harus
diperhatikan agar suatukebijakan bisa berjalan sesuai dengan waktu



yang ditargetkan dengan sarana danprasarana yang mendukung
proses pelaksanaan.

Dari fakta empirik dapat dianalisis, bahwa kapabilitas
aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut,
sebagai implementor kebijakan pengembangan pariwisata masih
belum optimal. Bukan saja karena aspek kualifikasi pendidikannya,
meskipun secara praktis sudah memiliki pemahaman yang baik
tentang berbagai program pengembangan yang telah ditetapkan,
namun integritas pelaksana kegiatan harus terus disempurnakan.
Tentu banyak hal yang bisa mempengaruhi integritas pelaksana
kegiatan, sebagai individu perlu penguatan individu seperti yang
dikemukakan Van Meter Van Horn penguatan individu dapat
dilakukan dengan training and spesific skill, penyediaan personil
profesional, merekrut dan mempertahankan staf yang kompeten,
dan memperhatikan struktur kompensasi yang efektif.

Menyikapi permasalahan sumber daya manusia ini, studi
dokumentasi yang dilakukan peneliti menunjukan bahwa Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut, telah
melakukan pemetaan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai
yang diarahkan agar dapat menunjang pemahaman dan kompetensi
kepariwisataan, untuk meningkatkan kapabilitas pegawai. Namun
demikian, karena permasalahan anggaran, pemetaan diklat pegawai
pun masih belum dapat secara maksimal dilakukan.

3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah dalam hal tantangan agar tidak
menjadi fragmentasi birokrasi, karena menurunkan efektivitas
implementasi kebijakan.

Menurut model Edward yang dikehendaki pada struktur
birokrasi, adalah; kesesuian tugas dan fungsi secara terstruktur,
kemudian kesesuian nilai-nilai dalam organisasi yang dijalankan,
dan kesesuaian pola hubungan, secara vertical maupun horizontal,
serta hubungan kelembagaan dengan mitra pemerintah yang
mendukung terhadap kebijakan pariwisata.

Secara empiris yang ditemukan pada bab sebelumnya bahwa
struktur organisasi, birokrasi dinas pariwisata sudah mempunyai



kesesuaian tupoksi, dan nilai-nilai sebagai pedoman dan arahan
dalam menjalankan roda organisasi di bidang pariwisata utamanya,
dan bidang kebudayaan, kepemudaan serta olahraga. Terkait pola
hubungan dengan hubungan dengan kelembagaan mitra pemerintah,
pendukung pariwisata, seperti Badan Promosi Pariwisata Daerah,
PHRI, dan Dewan Kesenian Daerah, adalah merupakan organisasi
mandiri yang dapat difasilitasi pemerintah melalui anggaran bersifat
hibah, namun secara hubungan tidak mempunyai hirarki, memiliki
misi yang sama untuk memajukan pariwisata daerah, sesuai dengan
Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan Bab VIII pasal 45.

Dari fakta empirik dapat dianalisis, bahwa kapabilitas
aparatur Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, sebagai
implementor kebijakan pengembangan pariwisata masih belum
optimal. Bukan saja karena aspek kualifikasi pendidikannya,
meskipun secara praktis sudah memiliki pemahaman yang baik
tentang berbagai program pengembangan yang telah ditetapkan,
namun integritas pelaksana kegiatan harus terus disempurnakan.
Tentu banyak hal yang bisa mempengaruhi integritas pelaksana
kegiatan, sebagai individu perlu penguatan individu. Penguatan
individu dapat dilakukan dengan training and spesific skill,
penyediaan personil profesional, merekrut dan mempertahankan
staf yang kompeten, dan memperhatikan struktur kompensasi yang
efektif.

Menyikapi permasalahan sumber daya manusia ini, studi
dokumentasi yang dilakukan peneliti menunjukan bahwa Dinas
Pariwisata Kabupaten Tanah Laut telah melakukan pemetaan
pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai yang diarahkan agar
dapat menunjang pemahaman dan kompetensi kepariwisataan,
untuk meningkatkan kapabilitas pegawai. Namun demikian, karena
permasalahan anggaran, pemetaan diklat pegawai pun masih belum
dapat secara maksimal dilakukan.

4. Disposisi
Disposisi dalam model Edward terfokus pada tiga hal,
yaitu; Disposisi terkait dengan kesediaan pelaksana untuk



melaksanakan dengan benar sampai berhasil, arahan kepada
penerima manfaat kebijakan, sampai pada penerima manfaat bisa
melaksanakan, dan Intensitas Respon yaitu keseringan penerima
manfaat untuk melakukan implementasi yang dilaksanakan.
Disposisi adalah dalam hal kesediaan para implementor
untuk melakukan implementasi kebijakan. Disposisi adalah tentang
kesadaran, lebih dari kompetensi dan kapabilitas. Kesediaan
melakukan secara jujur dan ikhlas adalah merupakan disposisi yang
harus dimiliki oleh pelaksana, sebagai implementor. Karakter yang
penting dimiliki implementor adalah komitmen, kejujuran dan
demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur
cenderung bertahan diantara hambatan yang ditemuinya dalam
implementasi  kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor
untuk tetap berada pada “arus” kebijakan yang telah ditetapkan.
Komitmen dan kejujurannya juga akan membawanya semakin
antusias dalam melaksanakan setiap tahapan kebijakan secara
konsisten. Sikap demokratis dari implementor seperti melakukan
sharing dengan kelompok sasaran akan meningkatkan kesan baik
implementor di depan kelompok sasaran. Sikap ini juga dapat
menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa
percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap apa yang
dikatakan dan dilakukan implementor tentang suatu kebijakan.

Disposisi implementor mencakup beberapa hal seperti
respon implementor terhadap kebijakan yang kemudian akan
memengaruhi kemauannya untukmelaksanakan kebijakan tersebut
dengan baik. Dimana respon tersebutdipengaruhi oleh pemahaman
implementor terhadap kebijakan dan intensitas  disposisi
implementor.

Disposisi juga menunjuk kepada karakter yang menempel
pada diriimplementor kebijakan. Karakter yang penting dimiliki
implementor  adalahkomitmen, kejujuran dan  demokratis.
Implementor yang memiliki komitmentinggi dan jujur cenderung
bertahan diantara hambatan yang ditemuinya dalamimplementasi
kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada
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kejujurannya jugaakan membawanya semakin antusias dalam
melaksanakan setiap tahapankebijakan secara konsisten. Sikap yang
demokratis dari implementor seperti melakukan sharing dengan
kelompok sasaran akan meningkatkan kesan baik implementor di
depan kelompok sasaran. Sikap ini juga dapat menurunkan
resistensi dari masyarakatdan menumbuhkan rasa percaya dan
kepedulian kelompok sasaran terhadap apayang dikatakan dan
dilakukan implementor tentang suatu kebijakan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai implementor
kebijakan amat memahami bahwa terdapat berbagai kelompok yang
berkepentingan dengan kebijakan pengembangan pariwisata, yang
dengan sendirinya akan membantu Dinas Pariwisata dalam
mengembankan sektor kepariwisataan, sehingga kerjasama yang
baik melalui pelibatan secara aktif kelompok-kelompok
kepentingan tersebut dalam berbagai program kerja yang sudah
dirumuskan, akan memudahkan pemerintah daerah dalam
percepatan pencapaian tujuan pengembangan pariwisata di
Kabupaten Tanah Laut, dibawah koordinasi Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.

Respons para implementor terhadap kebijakan, yang akan
memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, yakni
kognisi atau pemahamannya terhadap kebijakan dan intensitas
disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki,
merupakan dimensi selanjutnya dari isi kebijakan. Suatu kebijakan
yang menginginkan perubahan yang besar, maka semakin sulit
dalam implementasinya. Dalam hal ini, perubahan yang besar yang
merupakan tujuan dari suatu kebijakan maka terdapat kesulitan
dalam mencapai tujuannya. Tingkat perubahan yang diharapkan
dari kebijakan akan mempengaruhi perbedaan dalam tingkat
perilaku. Program tertentu memerlukan adaptasi yang lama untuk
diterima karena membutuhkan proses pemahaman yang relatif
lama, sehingga dapat menimbulkan perubahan sebagaimana
diharapkan dalam isi kebijakan. Sementara itu adapula program
yang tidak memerlukan waktu lama untuk beradaptasi dan
memperoleh dukungan yang cukup serta partisipasi dari pihak



penerima kebijakan. Manfaat lain dari kebijakan pengembangan
pariwisata ini jelas tidak hanya secara kuantitatif terkait dengan
kontribusinya terhadap peningkatan PAD dari berbagai sektor
kepariwisataan  tetapi  juga  mengungkit  prinsip-prinsip
pemberdayaan yaitu partisipasi dan penguatan masyarakat
pariwisata seperti peningkatan kemampuan dan kapasitas pelaku
usaha, peningkatan kelembagaan kepariwisataan, serta tumbuhnya
perubahan sikap dan perilaku masyarakat terutama dengan
mengedepankan hospitality dalam konteks sadar wisata.



	DAFTAR ISI
	BAB I

